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BAB III  

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, maka kesimpulan yang dapat 

dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah 

mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi 

dan korban dalam mengantisipasi terjadinya ancaman pada proses peradilan 

pidana. Bentuk perlindungan bagi saksi dan korban dari ancaman dituangkan 

dalam hak-hak saksi dan korban dan dalam kewenangan LPSK yang dapat dibagi 

menjadi beberapa kategori, yaitu : 

1. Perlindungan fisik dan psikis, seperti memperoleh perlindungan pribadi, 

keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman berkenaan dengan 

kesaksiannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan; dirahasiakan dan/atau diberikan 

identitas baru (Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, i, dan j). Bentuk perlindungan ini 

juga dapat ditemui dalam kewenangan LPSK seperti mengubah identitas 

terlindung; merelokasi terlindung ke tempat yang aman; melakukan 
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pengamanan dan pengawalan; melakukan pendampingan saksi dan/atau 

korban dalam proses peradilan (Pasal 12A ayat (1) huruf e, g, h, dan i). 

2. Pemenuhan Hak Prosedural, seperti berhak memberikan keterangan tanpa 

tekanan; bebas dari pertanyaan yang menjerat; dan mendapat pendampingan 

(Pasal 5 ayat (1) huruf c, e, dan p); memfasilitasi kesaksian tanpa hadir 

langsung di pengadilan melalui sarana elektronik dan/atau secara tertulis 

(Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3); dan penanganan khusus bagi saksi pelaku dalam 

proses pemeriksaan berupa pemisahan tempat penahanan antara saksi pelaku 

dengan tersangka dan dapat memberikan kesaksian di depan persidangan 

tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya 

(Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b). 

Perlindungan bagi saksi dan korban sebagaimana yang telah disebutkan diatas 

dapat diberikan dalam kasus tertentu sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (2) 

dan dengan syarat-syarat tertentu yang telah diatur didalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis adalah : 

Untuk dapat memaksimalkan perlindungan bagi saksi dan korban dari 

intimidasi pada proses peradilan pidana maka perlu adanya penyempurnaan dari 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

 

 



43 

 

 

 

Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu pada Pasal 5 Ayat (2) dalam hal pembatasan 

saksi dan korban tindak pidana apa yang dapat diberikan perlindungan, sebaiknya 

pembatasan tersebut didasarkan pada kategori ancaman atau intimidasi yang 

diterima oleh saksi dan korban bukan didasarkan pada jenis atau ruang lingkup 

tindak pidananya agar tidak menutup perlindungan saksi dan/atau korban diluar 

tindak pidana tersebut. Dalam Undang-Undang ini juga perlu ditambahkan 

prosedur perlindungan sementara bagi saksi dan korban dalam kondisi mendesak 

karena terkadang dalam kenyataannya ancaman terhadap saksi dan korban 

dilakukan dengan cepat sehingga diperlukan prosedur perlindungan yang cepat 

pula guna melindungi saksi dan korban. 
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